
1. Undang·Undang Nomor l4 Tahun 1950 lentanf, 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi .Jawa Baral [Berita r-;egara Tahun l 950t: 

2. undang-Undang No.mot 28 Tahun 1999 tenteng 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi. 

Kolusi dan Neporisme [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75. Ta:nbahan Lembaran Negara Nornor 

3851)• 

Mengingal 

NOMOR l:,1 TAHUN £0/'f 

TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2013 

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN BEK.AS! 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI, 
Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 239 Peraruran Memeri Oalam xegen 

xomor 13 Tahun 2006 tentang Peraturan Pcngclolaan 
Keuangan Daera.h. Kepata Daerah perlu menetapkan 
Peraruran Kepala Daerah tenrang Kebijakan Akuntansl 
Pemenntah Oaera.h dengan berpedcman pada standar 
akunransi perncrmtahan: 

b. bahwa Kebijakan Akuntanst Pcmen:aah Kabupaten Bekast 
semula telah ditetapkan mclah.n Peraturan Bupau Xorncr .JO 
Tahun '2013 tentang Kebijakan Akurttarrsr Pemerrmah 
Daerah Kabupaten Seka.st. namun ;.!etentuannva pertu 
diubah dan disesuaikan kembali: 

c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dnnak.sad 
pada, hurur a dan huruf b di atas. perubahannya tersebut 
perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupau 

PERATURAN BUPATI BEKASI 



Pemerintahan Da.erah (Lembaran Negara RepubLk lndones.ta 

Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran ~a 
Republik Indonesia Nomor 5587); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 200! tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahen Daerah fLembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 4 l , Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nornor 4090t: 

9, Peraruran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Kcuangan Baden Layanan Umum iLcmba.ran 
Negara Repub~k Indonesia Tahun 2005 Ncracr 48. Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia xomor 4502l; 

10. Peracuran Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara 
RepubJik Indonesia Nomor 4574t: 

11. Peraturan Pemerintah Nemer 55 tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan [Lembaran Negara Rc:publik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor -l575J: 

tentang 2014 Tahun 7. Undartg-Undang Nomor 23 

Negara Republik Indonesia Nomor 43551: 
5. Undang.-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

PengeJolaan clan Tanggungjawab Keuangan Negara fLembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Xomor 4400); 

6. Undang-Undang xomor JJ Tahun 200.i tenu>ng Perunbangan 

Keuangan Amara Pcmcnntah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomo:- 126. Ta.mba.han Lembaran ~egara Republik Indonesia 
Nomor 4438}; 

Nomor 4286): 

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 ten?:i..,_g 

Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Rcpubhl< 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran 

3 IJodang_·l:ndang Nomo.r 17 Tahun 2003 tenreng Keuangan 

Negara itembaran Negara Republik Indonesia Tahuo 2003 
Ncmor 47. Tambahan J..embaran Negara Republik Indonesia 



Pemerirnanan 0.aerah Pronn.SJ dan Pemenntahan Daerah 

Kabuparen: Kota fl.embaran Negara Repubhk fndone-sia Tabun 
2007 Ncrnor 8.2, lam.bahan L:mbaran xegare xomor ..:.73/J. 

16. Peraruran Pemenntah Nemer 71 Tahun 2010 te:ltangStartdar­ 

.4~unlct..11:st P-t:me-run.ahan 1Lc:mba1art Negara Republik 
Indonesia Tahun 20!0 Nomor 49. Tambahan Lembaran 

Xegara Rt:pubhk Indonesia xomor '4503): 
1;. Peraruran \ten.<>n Oala.t!t Negerr Nomor 13 Tahun 2006 

t.e!?tang ~ngdolaan Keuangan Oaerah sebagaima.na telah 
beberapa kab durbah terakhsr dengan Peraruran Menten 
Dalam ~~n ~om.or 21 Tahun 201 I tentang Perubahan 
Kedua aras Peraturan ~ie:ue.ri Dalem Negeri Nomor 13 Tahuo 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keua.ngao Oaerah: 
18. Peraruran Menten Da1a .. '11. Negen xomor 6~ Tahun 2013 

tenta.ng Penerapan Standar Akuntansi Pemerimahan Bcrbasis 
Akrual Pada Peme?ir.tah Dae-ah: 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasl Nomor 1 Tahun ~00-':' 
tentang Pokck-Pckck Pcngclolaan Keuangan Dacrah 
(lcmbaran Daerah Kabupatcn BekaSJ Tahun 2007 Nemer 11: 

20. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi xomor 7 Tahun 2009 
tentang Org-amsast Perangkat Daerah sebagaimana tcla.h 

beberapa kali diubah zerakhir dengan Peraruran Dacrah 
Nomor- 8 Tahun 2012 rentang perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang' Orgarusasi 

- 

Indonesia Negara Lembaran Tambahan 
Nomor4614J: 

15. Pcraturan Pcmerintah Nomor 3$ Tahun 2007 ternang 
Pernbag1an Urusan Pemermtahan .antara Pemennrah. 

.!2. Peraturan Pemermrah Nomor 57' Tahun .2005 umans H1bah 

~LemDaran Negara Repu.blik Indonesia Ta.hun 2005 
)';omor 139. Tambahan Lembaran :-iegara Republik Indonesia 
Komor 45771: 

13. Peraturan Peme-rintah Nomor 58 Tahun .2005 Penge)<)laan 

Keuangan Daerah tf..embaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Segar-a 

Republik Indonesia Nomor -+578): 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Peleporan Keuangan d.an Kinerja Instansi Pemerinta..ii 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2-S. 



I/ ~ I j Hj. ~G HASA'.',AH YASl:S 

~f. 81.:PATI 8:':KASI;f 

Duetapkan <L Cikarang Pusat 
pada tan;;,;al 

Agar senap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan 
~+p,au Beka.s.i.. ma dt:bgan peneropax.an.nya. dalam Serita Daerab Kabupaten 
Bckas1- 

Pcratu:-a.n Bt:pa:J Seka.s; uu bcrlaku dcktif terhitung mulai Penyusunen 
La po ran Ktuangan --; mun Ani?J; ..... rae 201.5. 

Pasal II 

Bebc:-.iipa keten.tuan dalam Peraruran Bupati Bekasi Xomor .io Tahu.n 2013 
tcr.tang ~c-bs;akan Aku ntansi Pemerintah Oaerah Kabupaten Bekasi periu 
d,ubah sebagai benkur- 
I Ketenruan lampu-a.n l teruang kerangke konscptu.a!. in v -es:tasi. ph.uang. 

p:rscd..ia.an asset. penyusutan dan akunta.nsi belenja perlu disrelpkan 
deSm'Sl dan pengukuran baru sehingga perubahannya scbagaimana 
tttcantum dalam Iamptran I peraruran im; 

2 Pttarur.m uu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraruran 
Bupati ~ So.mor 4:0 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi 

l'mlnmtab Daerah Kabupaten Bekasi. 

Pasal I 

... ,u;:• m PERLBAH.-\. x ,\T~S P£R.~:'CR.-\., BUPATI NOMOR ~o TAHUN 

'.:'013 rzxr ........ G KEBIJAK"-" A!l.'IJ~'TANS! PEMER!X'l'AH 

DAER.-\H KABl:PATES BEK.-\Sl 

Pc:Md<:a.t Dae.rah (Lembaran Daerah Kabupaten Beka$i 

ra1>un _ !? :"iomor 3J, 

l'l=mlra:i Bupau Bekasi xomor 63 Tahun 2008 tentang 
:s:s:c::,, ~ Prosedur Pengelolaan Keuangan 0-aerah (Bcnta 
D:aenlb Kabupatffl Bekas! Tahun 2008 Nomor 63) . 


